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ABSTRAK

: Studi Perlindungan Internasional Terhadap 
Para Pencari Suaka.

: Yona Fitrah A Hafiz 
-.02023100043
: Pencari suaka, Perlindungan lmternasional, Pengungsi

Judul Skripsi

Nama
Nim
Kata Kunci

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa 
masalah pencari suaka dan pengungsi internasional tidak dapat ditanggulangi secara 
tersendiri oleh badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tanpa kerjasama 
internasional. Masalah pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang dimuat 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa 
Bangsa yang membutuhkan keijasama dan koordinasi berbagai pihak dalam 
menangani permasalahan tersebut.

Seorang pencari suaka atau pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa 
meninggalkan tanah air mereka karena mereka tidak ingin mendapat perlindungan 
dari negara asal mereka dan mereka mencari perlindungan di negara lain. Hukum 
internasional menetapkan bahwa pemberian suaka tidak dapat dianggap sebagai 
tindakan permusuhan oleh negara asal pencari suaka. Karena itu, beberapa kriteria 
yang perlu diperhatikan sebelum pencari suaka mendapat status sebagai pengungsi 
seperti Konvensi tahun 1951 tentang Penentuan Status Pengungsi dan Protokol 
Tambahan tahun 1967 tentang Penentuan Status Pengungsi.

Organisasi internasional seperti UNHCR merupakan organisasi yang bergerak 
dibidang kemanusiaan dan bukan politik. Namun masih banyak negara-negara yang 
enggan untuk meratifikasi Konvensi tahun 1951 ataupun Protokol Tambahan tahun 
1967 karena dianggap merupakan beban tambahan untuk negara tersebut, terutama 
dengan adanya ketentuan Paal 33 Konvensi tahun 1951. Karena itu keberadaan 
UNHCR di negara yang belum meratifikasi Konvensi ataupun Protokol tetap 
diperlukan. Karena negara tersebut belum memiliki instrumen hukum untuk 
menentukan status pencari suaka.

Masalah pengungsi merupakan masalah internasional, negara-negara anggota 
PBB memiliki tanggung}awab internasional untuk berperan serta dalam memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional.

x



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1999, terdapat sekitar 21,5 juta jiwa pengungsi di berbagai bagian 

dunia, yang berarti bahwa, pada tahun 1999, terdapat 21,5 juta jiwa manusia sedang 

dalam proses mencari atau memperoleh atau telah memperoleh suaka di negara lain, 

yang berarti pula bahwa, pada tahun 1999, satu dari tiap 280 orang di dunia ini telah 

terpaksa meninggalkan atau bukan berada di negara asalnya dan menjadi pencari 

suaka atau pesuaka.1

Suaka adalah lembaga yang sama tuanya dengan peradaban manusia. 

Bermula pada tradisi masyarakat sederhana, suaka kemudian dikenai dalam 

perkembangan agama-agama besar di dunia. Selanjutnya, lembaga suaka hidup dalam 

praktik hubungan antar bangsa dan, akhirnya, sekarang ini, menjadi lembaga yang

• • ndiakui dan dihormati sebagai lembaga kebiasaan internasional."

Dilihat dari perkembangan hubungan dunia internasional, suaka ini sangat 

berkaitan sekali dengan pengungsi (Refugees).3 Pengungsi adalah suatu status yang

Hamid, Sulaiman,S.H., Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Cet. 1, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2002. Hal 7 

2 Ibid, hal 7
Pengertian pengungsi (Refugee) ini berbeda dengan “pengungsi” dalam bahasa Indonesia. 

Refugee yang dimaksud disinia dalah Refugee dalam pengertian hokuni internasional yang memenuhi 
criteria Refugee Convention tahun 1951: Refugee Status Determination (lih. Konvemsi Pengungsi 
Tahun 1951 tentang Penentuan Status Pengungsi.

1
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diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui 

statusnya sebagi pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak dan 

perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau 

nasional.4 Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia 

adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari 

proses kepergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraan atau 

tempat tinggal biasanya yang terdahulu. Sebaliknya, seorang pesuaka belum tentu 

merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya 

tersebut oleh instrument internasional dan/atau nasional.5

Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14),

yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, merupakan

instrument internasional tertulis utama sebagai sumber penerapan dan pembangunan 

lembaga suaka dalam hubungan antar bangsa.6 Konvensi mengenai status pengungsi

tahun 1951, walaupun merupakan instrument yuridis internasional yang mengatur

masalah pengungsi, jadi bukan masalah suaka, dan bahkan sama sekali tidak memuat

istilah “suaka” dalam batang tubuhnya, memuat prinsip lembaga suaka yang justru 

paling fundamental, yakni prinsip tidak akan dikembalikannya seseorang ke negara 

tempat ia mengalami persekusi atau menghadapi ancaman persekusi.7 Prinsip ini,

4 Ibidhal 39.
Eny Soeprapto, Mantan Pejabat Urusan Perlindungan pada Komisariat Tinggi PBB untuk 

para pengungsi (UNHCR) di Jenewa, makalah; Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum 
Masalah-masalah Pengungsi, Jakarta, Januari 1982, hal.20.

* Sulaiman Hamid, S.H., Op c/7, hal.8.
7 Ibid.
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dikenal dengan sebutan prinsip “non-refoulment”, tercantum dalam Pasal 33 

Konvensi 1951 tersebut. Selain sebagai prinsip yang paling fundamental dalam 

lembaga suaka, prinsip “non-refoulment” merupakan jantung system perlindungan 

internasional pengungsi menurut hukum pengungsi internasional. Instrument 

Internasional yang meskipun bukan merupakan instrument yuridis, yang 

menggariskan dan menandaskan prinsip-prinsip lembaga suaka adalah Deklarasi 

tentang Suaka Teritorial, yang diterima oleh Majelis Umum PBB tahun 1967.

Hak pengungsi dan orang-orang terusir di dalam negeri (IDPs Internally

Deplacement Persons) pada tahun-tahun terakhir ini menjadi masalah berat dari

signifikansi dan implikasi global. Jumlah keseluruhan pengungsi dan IDPs di tahun

1997 telah mencapai sekitar 50 juta tersebar luas, sebagian besar dari orang-orang
o

Asia dan Afrika. Peningkatan jumlah mereka mengakibatkan tantangan hebat bagi 

dunia internasional dan terbukti dapat menimbulkan ketegangan di kawasan atau 

daerah yang sebelumnya tak terusik. Keperluan dasar seperti makanan, tempat 

berlindung, perawatan kesehatan dan kebersihan, dengan jumlah kecil menimbulkan 

masalah logistik yang sangat besar dalam hal usaha memperolehnya dan pembagian 

yang cukup dan adil.

Para pemerintah terkait terjebak dalam dilema yang sulit dipecahkan, 

negara-negara yang didatangi oleh pemulangan kelompok-kelompok orang 

yang melarikan diri dari negara mereka karena bentrokan etnik dan pelanggaran hak

termasuk

C. de Rover, T o Serve and To Protect. Acuan Universal Penegakan Hukum H AM, Cet. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 411 1,
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asasi manusia. Orang-orang ini selalu khawatir untuk kembali, sementara pada saat 

yang sama kehadiran mereka di negara atau di kawasan lain menimbulkan masalah 

yang tidak dapat diatasi. Padahal dimensi internasional mengenai pengungsi dan IDPs 

dewasa ini tidak mengurangi signifikansinya bagi para pejabat hukum pada tataran 

nasional. 9

Permohonan suaka erat kaitannya dengan kebebasan individu untuk

memperoleh keamanan bagi dirinya. Pada dasarnya suaka atau yang juga dikenal

dengan “asylum” merupakan suatu bentuk perlindungan suatu negara terhadap warga

negara lain dikarenakan keselamatannya terancam dan bukan karena tindakan pidana 

yang dilakukannya.10

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis

memilih judul yaitu: “STUDI PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP

PARA PENCARI SUAKA ”, yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas

dan juga ditelaah.

9 IbieL, hal 412.
http//www.teezaru.multiply.com,Bagaskara_Ka\vuryan, Suaka Politik Australia, <d\aksQs 24Mei 2008>
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B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang muncul dalam penulisan mengenai studi

cari suaka adalah: sejauh manaperlindungan internasional terhadap par±

kekuatan hukum terhadap pemberianfsuaka teritorial Aleh suatu negara yang diakui

sebagai kebiasaan hukum internasional?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini,

dan untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok bahasan penulisan skripsi ini,

maka penulis memberikan batasan ruang lingkup, yakni kekuatan hukum dari status

yang telah diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atau sekelompok orang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

L Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah agar dapat 

memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari status yang diberikan oleh suatu 

negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai pesuaka;

2. Sebagai syarat akhir dalam ujian komprehensif untuk mendapatkan gelar 

sarjana hukum.
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2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, 

khususnya mengenai Hukum Pengungsi Internasional dan Hukum Internasional pada

umumnya.

Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian tersebut dapat menjadi suatu bahan pemikiran

yang dapat digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan

Mahasiswa Progrram Kekhususan Hukum Internasional pada khususnya untuk

dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-

rekan Mahasiswa.

E. Metode Penelitian

L Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Metode
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pendekatan yang bersifat normatif,11 karena penelitian ini bertujuan mengambarkan 

lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk memperoleh data 

mengenai hubungan hukum antara suatu gejala dengan gejala lain yang terbentuk 

suatu penjelasaan yang mengambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu. 

Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori- 

teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan.

secara

2. Bahan Penelitian

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni data yang

bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data

sekunder ini terdiri dari.

a) Bahan hukum primer, dimana dalam penulisan ini bahan hukum primer yang 

dipergunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, data-data 

dari internet, majalah-majalah hukum dan undang-undang dan peraturan 

perundang-undangngan yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang

B ambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,

12Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. 2004.hal 26

hlm.42.
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relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para 

pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan 

dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas 

Sriwijaya (UNSRI), dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

(FH UNSRI), dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs-situs

internet.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus (hukum).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan adalah mengacu pada pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dasar 

dan lebih menekankan pada aspek normatif.

Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan studi kepustakaan yang 

akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan 

obyek penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh tidak hanya melalui 

perpustakaan, akan tetapi ada sebagain yang diperoleh melalui Situs Internet yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan.
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3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan

baru kemudian dianalisis secara deskriptif analisti kualitatif, melalui pola pemikiran

sylogisma dari pola pemikiran dari deduktif ke pola pemikiran induktif. Selanjutnya

hasil analisis dari sunber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan

sehingga awal analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.
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Konvensi dan Perjanjian Internasional:
The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi Tentang Status 

Pengungsi 1951)
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Pengungsi 1967)

The United Nations Declaration on Territorial Asylum 1967 (Deklarasi PBB Tahun 

1967 Tentang Suaka Teritorial)

Lampiran I, Bagian I, Konstitusi IRO.

Lembar Fakta 20 Hak Asasi Manusia dan Pengungsi.

Statute UNHCR (United Nations High Commisioner for Refugee)


